
KERTAS KERJA JABATAN

1. Nama                     : 
2. Nama Jabatan       :

KERTAS KERJA JABATAN

3. Unit Kerja/SKPD   : 

NO
HARI /

TANGGAL/
BULAN

RINCIAN TUGAS/ KEGIATAN
SATUAN HASIL KERJA

(dokumen/
keg./lembar))

JUMLAH
VOLUME
KERJA

NORMA WAKTU
LAZIM (menit)

JUMLAH WAKTU
MELAKSANAKAN
TUGAS (menit)

PARAF 
ATASAN

LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7 (5 x 6) 8

 1.
dst.
JUMLAH WAKTU MELAKSANAKAN TUGAS DALAM 1 (SATU) BULAN ……… menit

EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)
(Jumlah

waktu/Waktu kerja
efektif)

Petunjuk Pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian kolom 2.
Kolom 2 : diisi dengan nama hari/tanggal/bulan sesuai pada saat melaksanakan rincian tugas/kegiatan.

Kolom 3 : diisi dengan nama tugas/kegiatan yang secara riil dilaksanakan pemegang jabatan, dimana tugas/kegiatan dimaksud 

Kolom 4 : diisi dengan satuan yang menggambarkan suatu besaran dari output rincian tugas/kegiatan yang dikerjakan sebagaimana 
dimaksud pada kolom (3), diusahakan yang bersifat spesifik.

Kolom 5 : diisi dengan angka saja yang menggambarkan besarnya/banyaknya volume/frekuensi kerja yang diuraikan pada kolom (3).

Kolom 6 : diisi dengan jumlah/besarnya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap rincian tugas/kegiatan yang tercantum
pada kolom (3) secara nyata, logis, dan wajar dengan menggunakan satuan waktu yaitu menit.

Kolom 7 : diisi dengan rumus kolom 5 x kolom 6
Kolom 8 : diisi dengan paraf pejabat/atasan langsung pada setiap harinya, dalam rangka mengetahui semua kegiatan bawahan pada

setiap hari/tanggal.
Jumlah waktu melaksanakan tugas = jumlah total kolom 7
Efektivitas Jabatan (EJ) = Jumlah waktu melaksanakan tugas dibagi waktu kerja efektif :
 Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja waktu kerja efektif = 240 X jumlah hari kerja dalam sebulan.
 Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja waktu kerja efektif = 300 X jumlah hari kerja dalam sebulan.
Keterangan:

Boyolali, .................2017
PNS yang Bersangkutan 

............................
NIP. …………

Menyetujui:
……..……. (ATASAN LANGSUNG)

............................
Pangkat

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 2  TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO



Kertas Kerja Jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT tidak perlu paraf di kolom 8 dan tanpa mengetahui Atasan Langsung.


